





A. Latar Belakang Masalah 
Profesi perawat sangat diperlukan untuk membangun kesehatan masyarakat. 
Oleh karena itu, dalam mensosialisasikan dan mengaplikasikan ilmu keperawatan 
dibutuhkan kompetensi yang terstandar sehingga bermanfaat bagi seluruh anggota 
masyarakat baik individu maupun keluarga yang memelukan bantuan. Perawat 
merupakan sumber daya manusia yang sangat penting bagi suatu negara untuk 
memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Setiap perawat diharapkan 
mampu mencapai, mempertahankan bahkan memulihkan kesehatan klien secara 
optimal dengan kualitas hidup yang baik mulai dari konsepsi, lahir hingga 
meninggal dunia. 
Perawat merupakan tenaga kesehatan yang paling banyak berhubungan dengan 
klien baik langsung maupun tidak langsung. Menurut Berman et al (2016), salah 
satu peran perawat adalah sebagai komunikator. Perawat menjadi pemberi informasi 
bagi klien tentang kondisi klien tersebut dan juga menjadi pemberi informasi bagi 
tim kesehatan lainnya tentang perubahan dan perkembangan kondisi klien. Perawat 
memberi asuhan kepada klien sebagai wujud penerapan kompetensi yang 
dimilikinya. Kompetensi yang dicapai seorang perawat akan menentukan kualitas 
pelayanan keperawatan kepada masyarakat. Kualitas kompetensi perawat dapat 
menentukan kualitas pelayanan pada institusi kesehatan, hal ini disebabkan tenaga 
perawat dalam institusi pelayanan kesehatan berkisar antara 60-75% dari total 
sumber daya manusia dalam lembaga pelayanan kesehatan tersebut serta berada di 




Puspitasari D., (2014) menjelaskan bahwa sejarah perkembangan keperawatan, 
kompetensi perawat berkembang sesuai perkembangan pendidikan perawat yang 
diawali pada zaman Purba hanya dengan kemampuan Primitive Culture atau naluri 
ibu kemudian berkembang hingga hadirnya Florence Nightingale, putri bangsawan 
yang terpanggil menjadi perawat. Sejak saat itu keadaan dan kualitas pelayanan 
keperawatan semakin baik. Pendidikan maupun pelayanan keperawatan dilakukan 
secara profesional berdasarkan ilmu pengetahuan, keterampilan dan etika. Perawat 
mengembangkan berbagai kompetensi dalam penelitian, kemudian berkembang 
secara ilmiah sebagai teori-teori dalam ilmu keperawatan, selanjutnya berperan 
sebagai landasan pemberian asuhan keperawatan secara profesional kepada klien. 
Sejarah perkembangan dan kemajuan kompetensi perawat di Indonesia setelah 
kemerdekaan Negara Republik Indonesia tahun 1945 hingga 1950-an, pada periode 
awal pasca kemerdekaan Republik Indonesia, terjadi perubahan-perubahan pada 
kondisi pemerintahan. Pada masa ini belum tampak gejala-gejala tentang perubahan 
dan peningkatan mutu pelayanan keperawatan disebabkan ketatanegaraan menjadi 
prioritas utama untuk diselesaikan. Pelayanan keperawatan masih menggunakan 
lulusan pendidikan Belanda yakni Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) 
ditambah tiga tahun pendidikan keperawatan. Ijazah dengan kategori “A” 
merupakan perawat umum, sedangkan ijazah dengan kategori “B” merupakan 
perawat jiwa. Pendidikan perawat dengan dasar Sekolah Rakyat ditambah empat 
tahun pendidikan perawat. Kompetensi lulusan ini mampu sebagai mantri juru 
rawat. 
Sekolah Pengatur Rawat dimulai tahun 1953 yakni lulusan tenaga perawat 
dengan kompetensi yang lebih baik. Pendidikan SDK (Sekolah Djuru Kesehatan) 




tambahan pendidikan keperawatan selama satu tahun. Pendidikan Sekolah 
Pengamat Kesehatan merupakan pendidikan sebagai pengembangan pendidikan 
SDK dengan tambahan pendidikan keperawatan satu tahun untuk kompetensi 
sebagai penilik atau supervisi keperawatan. Perkembangan dalam pendidikan dan 
pengembangan kompetensi tenaga perawat pun belum memperlihatkan perubahan 
yang signifikan pada masa tersebut. 
Pendidikan tinggi keperawatan yakni Akademi Keperawatan dimulai tahun 
1962, dengan calon mahasiswa lulusan SLTA. Sejak itu mulai bermunculan 
beberapa pendidikan tinggi ilmu keperawatan. Meskipun telah berdiri beberapa 
pendidikan tinggi keperawatan, namun perubahan dan perkembangan kompetensi 
perawat yang lebih baik dari hasil pendidikan tinggi keperawatan hingga saat 
tersebut belum memperlihatkan kemajuan yang signifikan. Pada era 1963 hingga 
1983-an, pun belum begitu kelihatan perkembangan kualitas pendidikan dan 
pelayanan keperawatan yang signifikan, walaupun secara terus menerus sudah 
semakin diperbanyak perubahan-perubahan pada pendidikan tinggi keperawatan 
secara kualitas dan kuantitas. 
Pada tanggal 17 Maret 1972, terbentuklah organisasi profesi dengan nama 
Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) di Jakarta. Momen pendirian 
organisasi profesi ini merupakan kemajuan satu langkah lagi oleh karena hadirnya 
arah kemajuan pendidikan dan pelayanan keperawatan. Peran organisasi profesi ini 
membantu pembenahan pendidikan maupun pelayanan keperawatan. Tahun 1983 
organisasi profesi PPNI mulai berkecimpung secara total dalam upaya memperbaiki 
kualitas pelayanan keperawatan melalui kerja sama dengan Departemen Kesehatan 
Republik Indonesia bersama organisasi lain yang terkait dengan pendidikan dan 




perkembangan ilmu dan teknologi dan sesuai harapan pemerintah dan masyarakat. 
Pada waktu tersebut juga dilaksanakan lokakarya nasional dan disepakati bersama 
bahwa keperawatan adalah Profesi. 
Periode tahun 1984 hingga 1996-an, awal tahun akademik 1985/1986 dimulai 
pendidikan S1 keperawatan untuk menghasilkan sarjana keperawatan di Universitas 
Indonesia. Nama Program studinya adalah PSIK (Program Studi Ilmu Keperawatan) 
pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) di Salemba Raya, Jakarta 
Pusat. Pendidikan ini meluluskan tenaga perawat level sarjana keperawatan dengan 
menggunakan kurikulum S1 Keperawatan. Proses pembelajaran dilaksanakan untuk 
pembentukan kompetensi yang lebih tinggi pada perawat. 
UU RI Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, dijabarkan dalam PP Nomor 
32 tahun 1996 yang mengakui bahwa tenaga keperawatan adalah Profesi. Kemudian 
pada tahun 1996, Universitas Padjadjaran Bandung  membuka Program Studi Ilmu 
Keperawatan. Bersamaan dengan saat itu, konsep model praktik keperawatan di 
Indonesia dengan resmi diberikan kepada oganisasi profesi keperawatan yaitu 
PPNI. 
Tahun 1997, PSIK UI melakukan perubahan status menjadi Fakultas Ilmu 
Keperawatan Universitas Indonesia (FIK-UI). Organisasi profesi bersama asosiasi 
pendidikan keperawatan melakukan evaluasi terhadap pembuatan, pembagian dan 
pengembangan kurikulum pembelajaran sebagai pembentuk utama dan pertama 
kompetensi perawat bagi strata satu keperawatan dan level DIII keperawatan. Demi 
perkembangan dan peningkatan kualitas kompetensi lulusan, maka pada tahun 1998 
kurikulum pembelajaran pendidikan Ners ditetapkan dan mulai digunakan. Tingkat 
pendidikan keperawatan berkembang dan meningkat lagi ke level S2 atau Magister 




Perawat Spesialis Keperawatan Maternitas, Perawat Spesialis Keperawatan Anak, 
Perawat Spesialis Keperawatan Jiwa, Perawat Spesialis Keperawatan Medikal 
Bedah, Perawat Spesialis Keperawatan Komunitas dan Perawat Spesialis 
Keperawatan Kritis dilaksanakan pada beberapa Universitas atau Sekolah Tinggi 
Ilmu Kesehatan di Indonesia baik negeri maupun swasta. Pendidikan S3 
Keperawatan atau program Doktoral Keperawatan dibuka sejak 18 September 2008 
di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Jabatan fungsional atau 
jabatan akademik tenaga pendidik keperawatan sama dengan jabatan fungsional 
atau jabatan akademik pada disiplin ilmu lainnya yaitu jabatan akademik Asisten 
Ahli, Lektor, Lektor Kepala, Professor maupun Guru Besar. 
Profesi Keperawatan memiliki empat level dengan kompetensi masing-masing 
level yakni lulusan DIII Keperawatan yang disebut sebagai Ahli Madya 
Keperawatan. Lulusan Sarjana Keperawatan ditambah profesi satu tahun yang 
disebut sebagai Ners. Lulusan S2 Keperawatan ditambah spesialisasi satu tahun 
yang disebut sebagai Ners Spesialis. Lulusan S3 Keperawatan atau pendidikan 
Doktoral Keperawatan disebut sebagai Ners Konsultan. Masing-masing level ini 
telah diatur dengan jelas batasan kompetensinya. 
Kualitas pemberian asuhan keperawatan pada lembaga-lembaga pelayanan 
kesehatan akan terjaga dengan baik melalui keseimbangan dalam pembentukan, 
pemeliharaan dan pengembangan kompetensi tenaga perawat. Salah satu faktor 
penentu kualitas sumber daya manusia keperawatan adalah dengan tersedianya 
Standar Kompetensi Perawat yang jelas bagi masing-masing level tenaga 
keperawatan. Standar kompetensi tersebut menjadi acuan minimal yang dimiliki 




mengakibatkan atau berdampak pada kualitas pelayanan keperawatan dan tingkat 
kepuasan penerima layanan keperawatan yang bernilai tinggi. 
Masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan dan pelayanan keperawatan 
yang baik. Kebutuhan ini dapat dipenuhi dengan menyediakan tenaga perawat yang 
memiliki kompetensi yang memadai untuk menjawab tantangan perubahan zaman 
dan tuntutan masyarakat. Kompetensi perawat ini perlu terstandar secara nasional 
dan institusional sehingga ada acuan praktik dari setiap perawat melakukan tugas 
sehari-hari. 
Pembentukan pertama dan utama kompetensi tenaga keperawatan adalah pada 
pelaksanaan kurikulum pembelajaran yang baik pada pendidikan keperawatan. 
Selain itu ada acuan lambaga pelayanan kesehatan membuat Standar Kompetensi 
Perawat yang dimodifikasi dengan pencapaian visi, misi dan tujuan lembaga 
pelayanan kesehatan tersebut. Ada panduan bagi organisasi yang bertanggung 
jawab menerbitkan lisensi praktik perawat yang kaitannya dengan materi uji 
kompetensi. 
Standar Kompetensi Perawat Indonesia yang berlaku saat ini merupakan 
Standar Kompetensi Perawat yang ditetapkan tanggal 17 Desember 2009 oleh 
Organisasi Profesi yakni Pengurus Pusat PPNI. Penyusunan Standar Kompetensi 
Perawat Indonesia dilakukan tim penyusun terdiri dari unsur PPNI, pemerintah 
dalam hal ini Kemenkes RI, Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia (AIPNI), 
Asosiasi Institusi Pendidikan Diploma Keperawatan Indonesia (AIPDiKI) yang 
sekarang berubah menjadi Asosiasi Institusi Pendidikan Vokasi Keperawatan 
Indonesia (AIPViKI) bersama pakar keperawatan. Standar kompetensi ini 




Undang Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2014 tentang 
Keperawatan
 
pasal 4 poin (1) a dan b, menyatakan tentang perawat terdiri dari 2 
jenis yakni Perawat Vokasi dan Perawat Profesi. Perawat profesi terdiri dari Ners, 
Ners Spesialis dan Ners Konsultan. Jenis-jenis perawat ini telah memiliki 
kewenangan dan standar kompetensi masing-masing. Jenis dan level pendidikan 
keperawatan juga dibagi menjadi pendidikan Vokasi (minimal DIII Keperawatan), 
Akademik (Sarjana, Magister Keperawatan dan Doktor Keperawatan) dan 
pendidikan profesi yang terdiri dari Ners, Ners Spesialis serta yang tertinggi 
adalah Ners Konsultan. 
Dasar penetapan Standar Kompetensi Perawat Indonesia yang diterbitkan 
tahun 2009 belum menggunakan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 38 
tahun 2014 tentang Keperawatan, Permenkes 148 tahun 2010 tentang ijin praktik 
keperawatan, Permenkes RI Nomor 40 tahun 2017 tentang Jenjang Karir Perawat 
dan Perpres RI Nomor 90 tahun 2017 tentang konsil tenaga kesehatan yang di 
dalamnya termasuk konsil tenaga keperawatan. Aturan-aturan di atas perlu 
digunakan sebagai landasan penyusunan Standar Kompetensi Perawat Indonesia. 
Dengan demikian bahwa Standar Kompetensi Perawat Indonesia perlu 
diperbaharui. 
Perpres RI Nomor 90 tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan di 
dalamnya terdapat Konsil Tenaga Keperawatan mengatakan bahwa yang bertugas 
menjadi Penyusun Standar Praktik dan Standar Kompetensi Tenaga Keperawatan 
adalah Konsil Tenaga Keperawatan Indonesia. Tahun 2009 yang menyusun 
Standar Kompetensi Perawat Indonesia adalah PPNI bersama tim yang 
mengandung unsur pemerintah, pakar keperawatan, AIPNI dan AIPViKI. 




perlu adanya perubahan penyusunan Standar Kompetensi Perawat Indonesia yang 
tadinya disusun oleh PPNI bersama tim, akan disusun oleh Konsil Tenaga 
Keperawatan Indonesia. Konsil tenaga keperawatan terdiri dari pemerintah 
(Kemenkes RI, Kementerian Pendidikan), PPNI, Kolegium, AIPNI, AIPViKI, 
Asosiasi Pelayanan Kesehatan dan Tokoh Masyarakat. 
Standar Kompetensi Perawat Indonesia perlu mengakomodir Kompetensi 
Perawat yang tertuang dalam UU RI Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan 
pada pasal 29, 30, 31, 32, 33, 35 dalam bentuk wewenang perawat. Pasal 36 dan 
37 adalah kompetensi perawat dalam bentuk kewajiban. Selain itu perubahan 
kompetensi perawat dari Permenkes No. 148 tahun 2010 kepada Permenkes No. 
17 yang diputuskan Maret tahun 2013. 
 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 mengenai 
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang menyampaikan tentang 
kompetensi dari masing-masing kategori kualifikasi lulusan pendidikan telah 
diuraikan. Lulusan DIII Keperawatan pada level 5, lulusan S1 Keperawatan di 
level 6, Profesi Ners di level 7, lulusan S2 Keperawatan di level 8 dan S3 
Keperawatan di level 9. Setiap level memiliki uraian kompetensi masing-masing 
yang akan dibandingkan dengan Standar Kompetensi Perawat Indonesia yang 
sedang berlaku sekarang dan perubahan ke depan tentang Standar Kompetensi 
Perawat Indonesia. Uraian kompetensi ini perlu semua terakomodir dalam Standar 
Kompetensi Perawat Indonesia yang diterbitkan tahun 2009. Demikian juga 
dengan Level 6, 7, 8 dan 9 dalam KKNI perlu diakomodir dalam Standar 
Kompetensi Perawat Indonesia yang akan diperbaharui. Selain dari pada itu, sudah 
perlu mengakomodir sistem pemberian asuhan keperawatan pada era digitalisasi 




Hasil studi pendahuluan melalui wawancara dengan Ketua PPNI Jakarta Utara, 
pada tanggal 1 Maret 2018 bahwa Standar Kompetensi Perawat Indonesia yang 
berlaku saat ini belum dievaluasi pelaksanaannya sehingga sudah saatnya untuk 
dievaluasi. Demikian juga hasil percakapan dengan Ketua Umum Pengurus Pusat 
PPNI, pada tanggal 1 Maret 2018, bahwa belum pernah dilakukan evaluasi terhadap 
Standar Kompetensi Perawat Indonesia yang ditetapkan tanggal 17 Desember 2009 
dan mempersilahkan melakukan evaluasi terhadap Standar Kompetensi Perawat 
Indonesia yang berlaku saat ini untuk kemungkinan dilakukan pengembangan atau 
perbaikan. Standar Kompetensi Perawat Indonesia yang diterbitkan PPNI tahun 
2009 sudah dilaksanakan selama hampir 10 tahun. Artinya perlu dilakukan evaluasi, 
baik isi hingga pelaksanaan standar tersebut, apakah masih relevan pada zaman 
sekarang atau memang sudah perlu dilakukan perubahan, perbaikan bahkan 
pengembangan. 
Pada umumnya pelaksanaan evaluasi kebijakan merupakan kegiatan mengukur 
atau menilai kebijakan tersebut. Kegiatan menilai dengan pengukuran adalah 
merupakan proses evaluasi. Penghitungan/pengukuran, penentuan nilai dan 
pelaksanaan evaluasi merupakan kegiatan yang bersifat berjenjang atau hirarki. Hal 
ini menjelaskan bahwa ketiga aktifitas tersebut di atas tidak terpisahkan antara satu 
dengan yang lainnya dan dalam penerapannya perlu dilaksanakan secara teratur dan 
sistematis. 
Wirawan, 2016 dalam bukunya yang berjudul Evaluasi: Teori, Model, Standar, 
Aplikasi, dan Profesi mengatakan bahwa: 
 “...... evaluasi sebagai riset untuk mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan 




membandingkan dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk 
mengambil keputusan mengenai nilai dan manfaat objek evaluasi” 
Kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation, yang berarti penilaian atau 
penafsiran (John M. Echols dan Hasan Shadily, 1983). Menurut Stufflebeam, dkk 
(1971) mendefinisikan evaluasi sebagai “The process of delineating, obtaining, and 
providing useful information for judging decision alternatives”. Evaluasi 
merupakan proses mendeskripsikan, memperoleh dan menyajikan informasi yang 
berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan. 
Lester dan Stewart dalam Porniadi F. (2014) menyampaikan bahwa evaluasi 
kebijakan dibedakan dalam dua tugas. Tugas pertama untuk konsekuensi yang 
ditimbulkan suatu kebijakan dengan cara mendeskripsikan implikasi atau 
pengaruhnya. Tugas kedua, menilai kesuksesan/keberhasilan atau kegagalan dari 
suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria sebelumnya. Evaluasi kebijakan 
merupakan persoalan fakta yakni berupa pengukuran serta penilaian terhadap tahap 
implementasi kebijakan maupun terhadap hasil (outcome) atau dampak (impact) 
dari bekerjanya suatu kebijakan tertentu, sehingga dapat menentukan langkah yang 
akan diambil di masa mendatang. 
Objek yang dievaluasi merupakan sesuatu yang sedang diukur atau dinilai. 
Evaluasi diselenggarakan pada semua sektor kehidupan di mana setiap sektor 
mempunyai objek evaluasi yang unik. Objek evaluasi dalam penelitian ini adalah 
Standar Kompetensi Perawat Indonesia. Dalam hal ini yang akan dievaluasi adalah 
Standar Kompetensi Perawat Indonesia yang ditetapkan PPNI tahun 2009. 
Mengapa Kebijakan Publik dalam hal ini Standar Kompetensi Perawat 
Indonesia yang ditetapkan tahun 2009 perlu dievaluasi? Jawabannya adalah untuk 




implikasi dari Standar Kompetensi Perawat Indonesia yang ditetapkan tahun 2009 
tersebut tercapai. Melalui pelaksanaan evaluasi terhadap Standar Kompetensi 
Perawat Indonesia yang telah ditetapkan tahun 2009 tersebut ternyata telah 
digunakan selama lebih dari sembilan tahun sehingga Standar Kompetensi Perawat 
Indonesia tersebut dapat dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat pada zaman 
sekarang khususnya pada era revolusi industri 4.0 di mana digitalisasi, disrupsi dan 
big data perlu dipertimbangkan dalam pengembangan Standar Kompetensi Perawat 
Indonesia yang terbarukan. 
Alasan lain perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan yang dibagi dalam dua 
dimensi yakni internal dan eksternal. Yang bersifat internal, antara lain: (1) 
mengetahui keberhasilan Standar Kompetensi Perawat Indonesia. Dengan 
melakukan evaluasi, dapat ditemukan informasi tentang apakah kebijakan sukses 
atau sebaliknya; (2) mengetahui efektivitas kebijakan Standar Kompetensi Perawat 
Indonesia. Kegiatan evaluasi ini dapat menghasilkan penilaian apakah kebijakan 
mencapai tujuan atau tidak; (3) menjamin terhindarnya pengulangan 
kesalahan (guarantee to non-recurrence) artinya kompetensi yang sedang berlaku 
sudah tidak atau kurang relevan sebagai standar untuk saat ini. Informasi yang baik 
tentang nilai dari suatu hasil kebijakan yang akan memberikan tanda-tanda agar 
kesalahan tidak terulang kembali pada implementasi yang serupa pada masa yang 
akan datang. 
Alasan yang bersifat eksternal sekurang-kurangnya memiliki dua kepentingan 
yakni: (1) memenuhi prinsip akuntabilitas publik terhadap Standar Kompetensi 
Perawat Indonesia. Kegiatan penilaian ini ditujukan kepada kinerja kebijakan yang 
dilaksanakan. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban penyusun kebijakan 




kebijakan; (2) mensosialisasikan dampak dari suatu kebijakan yakni Standar 
Kompetensi Perawat Indonesia. Pengaruh dari kegiatan evaluasi kebijakan maka 
masyarakat luas secara khusus sasaran dan penerima manfaat kebijakan akan 
mengetahui dampak atau implikasi dari Standar Kompetensi Perawat Indonesia 
secara sistematis dan terukur. 
Konsep kebijakan publik (public policy)  menurut  Sulaiman (1998) merupakan 
proses yang mengandung berbagai tipe kegiatan tertentu yang merupakan keputusan 
yang berkaitan dengan tindakan untuk mencapai tujuan dengan beberapa cara. 
Konsep kebijakan Standar Kompetensi Perawat Indonesia berkaitan dengan tujuan 
dan tipe kegiatan pengelolaan terhadap berbagai masalah yang mengandung tujuan 
yang ingin dicapai dalam pelayanan keperawatan. 
Kebijakan yang baik dan ideal ditetapkan berdasarkan hasil riset/penelitian dan 
pengembangan yang disebut sebagai research and development (R & D). Metode R 
& D membutuhkan tindakan pengujian dan tindakan evaluasi pada semua dan setiap 
tahap pengembangan. Metoda riset yang digunakan pada proses perubahan dan 
pengembangan kebijakan didapati bervariasi. Misalnya: pada saat formulasi 
kebijakan dibutuhkan tindakan Focus Group Discussion (FGD). Hasil FGD disusun 
secara penggambaran kualitatif. Sesudah kebijakan terformulasi, maka dibutuhkan 
pelaksanaan sosialisasi dan tindakan uji publik agar memahami bahwa kebijakan 
tersebut masih layak atau tidak layak lagi untuk dipertahankan dan 
diimplementasikan. Tahap ini membutuhkan metoda riset dengan cara survei. 
Sesudah kebijakan dilaksanakan, maka hasil dan implikasi atau dampak dari 
kebijakan tersebut membutuhkan tindakan evaluasi agar dapat melihat implikasi 




membutuhkan metoda riset atau penelitian evaluasi terhadap kebijakan yang sedang 
berlaku dalam hal ini Standar Kompetensi Perawat Indonesia. 
Masyarakat zaman sekarang ini sedang mengalami dan menjalani disrupsi atau 
perubahan secara fundamental dalam ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk 
dalam pelayanan kesehatan dan keperawatan yang semakin kritis dan perlu 
diakomodir oleh pemberi jasa layanan kesehatan. Salah satu instrumen untuk 
mengakomodir hal tersebut yakni melalui tersedianya layanan dengan kompetensi 
yang terstandar. Sumber daya manusia mempunyai kompetensi yang 
mengakomodir harapan masyarakat dan tantangan perubahan pada zaman sekarang. 
Kebutuhan untuk memperbaharui Standar Kompetensi Perawat Indonesia perlu 
direalisasi. Standar yang terbarukan akan diperoleh dengan melakukan riset 
terhadap isi dan proses implementasi Standar sebelumnya yakni Standar 
Kompetensi Perawat Indonesia yang ditetapkan tahun 2009. 
 
B. Fokus atau Batasan Penelitian 
Menurut Moleong, fokus riset ini bermanfaat bagi pencapaian dua harapan yaitu: 
Pertama, penetapan fokus riset yang membatasi studi. Pada harapan ini, fokus akan 
membatasi bidang inkuiri sehingga periset tidak kehilangan arah pada lokasi riset; 
Kedua, penetapan fokus riset yang bertugas untuk memenuhi kriteria inklusi dan 
eksklusi. Disertasi ini akan melaksanakan identifikasi melalui assesmen yang lebih 
mendalam terhadap Evaluasi Standar Kompetensi Perawat Indonesia. 
Evaluasi terhadap Standar Kompetensi Perawat Indonesia yang ditetapkan tahun 
2009 ini akan memakai Model Evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) 
dari Stufflebeam D. (1966) dalam Wirawan (2016). Pemakaian model evaluasi ini 




bagi pengambilan keputusan terhadap perubahan dan pengembangan Standar 
Kompetensi Perawat Indonesia yang terbarukan ke depan. Harapan terhadap 
pelaksanaan riset ini, akan memperbaiki kualitas isi dan proses pelaksanaan Standar 
Kompetensi Perawat Indonesia yang mampu menjawab tantangan perubahan dan 
perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini khususnya 
disrupsi dalam Revolusi Industri 4.0 era digitalisasi dan big data. 
Pada penelitian ini unsur yang akan diteliti adalah isi dan hasil implementasi 
Standar Kompetensi Perawat Indonesia yang berisikan praktik professional, etis, 
legal dan peka budaya berdasarkan kategori perawat yakni Ahli Madya 
Keperawatan, Ners, Ners Spesialis maupun Ners Konsultan. Kompetensi inti 
pemberian asuhan keperawatan berdasarkan kategori perawat Ahli Madya 
Keperawatan, Ners, Ners Spesialis dan Ners Konsultan. Kompetensi 
Kepemimpinan & Manajemen/Pengelolaan pelayanan keperawatan berdasarkan 
kategori perawat Ahli Madya Keperawatan, Ners, Ners Spesialis dan Ners 
Konsultan; dan kompetensi pengembangan kualitas personal dan profesional 
berdasarkan kategori perawat yakni Ahli Madya Keperawatan, Ners, Ners Spesialis 
dan Ners Konsultan. 
 
C. Rumusan Masalah Penelitian 
Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian disertasi ini adalah: 
1. Bagaimana Context (konteks) Standar Kompetensi Perawat Indonesia yang 
terbarukan dan teradaptasi dengan Revolusi Industri 4.0? 
2. Bagaimana Input  Standar Kompetensi Perawat Indonesia yang terbarukan dan 




3. Bagaimana Process (proses) pelaksanaan Standar Kompetensi Perawat 
Indonesia yang terbarukan dan teradaptasi dengan Revolusi Industri 4.0? 
4. Bagaimana Product Standar Kompetensi Perawat Indonesia yang terbarukan 
dan teradaptasi dengan Revolusi Industri 4.0? 
5. Bagaimana dampak pelaksanaan Standar Kompetensi Perawat Indonesia yang 
terbarukan dan teradaptasi dengan Revolusi Industri 4.0? 
 
D. Tujuan Penelitian 
Secara umum penelitian ini bertujuan mengevaluasi isi Standar Kompetensi 
Perawat Indonesia. Penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui hasil 
implementasi Standar Kompetensi Perawat Indonesia yang memiliki kontribusi 
besar dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Sebagai penelitian 
evaluasi, maka penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi komponen yang dapat 
mempengaruhi efektifitas Standar Kompetensi Perawat Indonesia. Secara 
operasional, penelitian ini bertujuan untuk: 
1. Menganalisis isi Standar Kompetensi Perawat Indonesia (Context) 
2. Menganalisis kesiapan implementasi Standar Kompetensi Perawat Indonesia 
(Input) 
3. Menganalisis proses pelaksanaan Standar Kompetensi Perawat Indonesia 
(Process) 
4. Menganalisis produk Standar Kompetensi Perawat Indonesia (product) 
5. Menganalisis kontribusi Standar Kompetensi Perawat Indonesia terhadap 
kualitas layanan perawat bagi masyarakat penerima layanan perawat (outcome)  
6. Merekomendasikan Standar Kompetensi Perawat Indonesia yang terbarukan 




E. Signifikansi Penelitian 
Signifikansi penelitian dalam disertasi ini adalah: 
1. Bagi pembuat kebijakan yakni organisasi profesi dan Konsil Keperawatan 
Indonesia: Sebagai dasar informasi atau pertimbangan dalam pengambilan 
keputusan untuk memperbaiki, meningkatkan dan mengembangkan Standar 
Kompetensi Perawat Indonesia sehingga menghasilkan Standar Kompetensi 
Perawat Indonesia yang selalu terbarukan dan teradaptasi dengan revolusi 
industri terkini. 
2. Bagi Institusi Pendidikan Keperawatan: Sebagai masukan dan pertimbangan 
untuk malakukan perubahan, perbaikan dan pengembangan kurikulum 
pembelajaran sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya 
revolusi industri 4,0 dan sesuai dengan Standar Kompetensi Perawat Indonesia 
yang telah diperbaharui oleh Penyusun Standar Kompetensi Perawat Indonesia 
yakni Konsil Keperawatan Indonesia. Pembangunan kurikulum yang 
menciptakan kompetensi pertama dan utama bagi lulusan institusi pendidikan 
keperawatan. 
3. Bagi Perawat Indonesia: Sebagai dasar atau landasan praktik dalam 
melaksanakan tugas sehari-hari sebagai tenaga Perawat Indonesia sesuai dengan 
level dan kewenangan masing-masing tenaga perawat Indonesia yang terstandar 
secara nasional dan unik. 
4. Bagi Institusi tempat Perawat Indonesia berkarya adalah merupakan landasan 
untuk menetapkan Standar Kompetensi Perawat Institusi yang terbarukan dan 






F. Kebaruan Penelitian (State Of The Art) 
Kebaharuan dari penelitian ini adalah bahwa SKPI tahun 2009, kompetensi 
keperawatan umumnya konvensional, dan belum menuntut kompetensi digitalisasi 
perawat. Saat ini terjadi perubahan fundamental yakni disrupsi pada era revolusi 
industri 4.0 yang menjadi tantangan baru bagi bangsa dan negara Indonesia bahkan 
dunia. Hal ini memiliki implikasi dalam pemberian pelayanan keperawatan. Menteri 
Hanif (2018) menyatakan bahwa perubahan pada era digitalisasi dengan big data 
sangat berdampak pada karakter pekerjaan hingga kompetensi yang diperlukan 
pekerja juga berubah. Sumber daya manusia keperawatan perlu beradaptasi dan 
mengantisipasi kompetensi terhadap sistem maupun peralatan baru serta prosedur 
kerja berbasis teknologi digital. Literasi perawat terhadap digitalisasi dan big data 
sangat perlu untuk meningkatkan kompetensi yang teradaptasi dengan revolusi 
industri 4.0. Artinya SKPI perlu dibaharui. 
Ariani A. P (2018) menyatakan bahwa perawat turut memiliki tantangan 
tersendiri di tengah globalisasi dan era digitalisasi. Perawat saat ini harus bisa 
mengimbangi dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar yang berbasis teknologi 
terkini. Globalisasi revolusi industri 4.0 dalam bidang keperawatan merupakan 
fenomena tersendiri yang terus bergulir di masyarakat. Kehadiran teknologi 
informasi dan komunikasi yang mempercepat proses globalisasi dan proses bekerja 
di bidang keperawatan. Kenyataan bahwa globalisasi menyentuh hingga ke seluruh 
bidang penting dalam kehidupan manusia. Globalisasi digitalisasi dalam revolusi 
industri 4.0 menimbulkan berbagai tantangan dan permasalahan yang harus 
dihadapi, dijawab dan diselesaikan dalam upaya menggunakan globalisasi demi 
kepentingan kehidupan masyarakat yang lebih baik. 




kemampuan memahami dan menggunakan informasi dari berbagai sumber digital. 
Artinya bukan hanya mencakup kemampuan membaca, namun dibutuhkan suatu 
proses berpikir secara kritis untuk melakukan evaluasi terhadap informasi yang 
ditemukan melalui media digital. Tenaga perawat juga memerlukan kemampuan ini 
di pelayanan kesehatan. SKPI perlu mengakomodir kompetensi perawat akibat 
literasi terhadap digital. Globalisasi digital dalam revolusi industri 4.0 juga 
berimplikasi pada semua atau berbagai sisi kehidupan manusia, termasuk pelayanan 
kesehatan/keperawatan. Hal ini akan melakukan perubahan sistem kerja, standar 
dan prosedur kerja serta menuntut kompetensi teradaptasi revolusi industri dari 
setiap tenaga kerja perawat. Tenaga kerja keperawatan yang tidak menyiapkan diri 
menghadapi globalisasi digital dalam revolusi industri 4.0 tersebut akan tertinggal 
jauh bahkan terisoler dari kemajuan zaman baik sebagai individu maupun sebagai 
tenaga pemberi atau penyedia layanan. 
Tenaga keperawatan asing yang menyiapkan diri dan mempunyai kemampuan 
untuk menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sudah, sedang dan 
akan terus datang bekerja di Indonesia. Siapkah perawat Indonesia menghadapi hal 
tersebut sehingga tenaga keperawatan Indonesia masih bisa menjadi tuan rumah di 
negara sendiri dalam melakukan praktik keperawatan kepada masyarakat? Harapan 
kita bahwa setiap individu perawat Indonesia telah mempunyai kompetensi yang 
memadai dan terbarukan serta teradaptasi dengan era digitalisasi dalam industri 4.0. 
Penelitian Egbert N et al (2018) mengatakan bahwa ketika perawat melek 
digital pada berbagai domain pada tingkat mahir akan membantu untuk lebih mudah 
memperoleh keterampilan dan kompetensi lainnya dalam kehidupan. Pelayanan 
keperawatan akan mengalami efisiensi dan efektifitas dengan percepatan yang 
tinggi mencapai tujuan pelayanan ketika perawat terliterasi dan melek digitalisasi. 
